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Praktik memondokkan anak usia dini ke pesantren di Desa Arjasa
menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pengasuhan dalam perspektif
Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengalihan
pengasuhan serta hukumnya berdasarkan magashid al-syari’‘ah dan Undang-
Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa praktik tersebut bukan pengalihan hak hadhanah, melainkan
kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren. Orang tua tetap
bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak, sedangkan pesantren
mendukung pendidikan dan pembinaan karakter. Pola ini selaras dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta merealisasikan hifz al-din, hifz
al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl, sehingga mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengasuhan
kolaboratif antara keluarga dan pesantren dapat menjadi model alternatif
dalam pengasuhan anak usia dini sepanjang tanggung jawab utama orang
tua tetap terjaga sesuai prinsip Maqgashid al-Syari'ah dan Undang-Undang
Perlindungan Anak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup
yang hanya mencakup satu desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga
penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, melibatkan lebih
banyak pesantren, dan menggunakan pendekatan komparatif atau mixed
methods untuk memperkuat generalisasi temuan.
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Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pengasuhan dan hak asuh anak merupakan bentuk keistimewaan yang

menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Muhammad Ahmad Fulka Sa’dibih (2022).

Amanah ini menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia yang dibebani tanggung jawab

untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anak secara optimal. N Kamila (2023). Anak tidak hanya

dipandang sebagai karunia, tetapi juga sebagai ujian yang menuntut kesungguhan orang tua dalam

menjalankan peran pengasuhan. Hairuddin Cikka (2022).

Apabila amanah pengasuhan terhadap anak tersebut diabaikan, konsekuensinya dapat berupa

penderitaan berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan dunia maupun akhirat. Nurul Fadila
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UtamiSepti Indrawati (2022).

Hal ini di terangkan dalam Al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

3
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“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya

adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan” Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi

Penyempurnaan (2019)

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri karena anak adalah
amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat, martabat, serta hak sebagai manusia. Faiz Zainuddin
(2023)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menegaskan ;
“kewajiban orang tua memelihara perkembangan fisik, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak”.
Lintang Kummala Ahmad SN (2025)

Anak dipandang sebagai pewaris masa depan bangsa yang memiliki hak dasar untuk
memperoleh perlindungan, pemenuhan kebutuhan, serta kesempatan berkembang sesuai dengan
prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan Indonesia. Nafi Mubarok (2022)
Meskipun demikian, kenyataannya praktik perlindungan hak anak masih sering terhambat oleh kondisi
sosial, budaya, maupun struktur masyarakat. Muhammad Taufiqul Mustofa and Habibi Al Amin (2023)

Pengasuhan anak menjadi isu krusial di berbagai negara karena berkaitan langsung dengan

perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak. Alika NurainiRita Alfiana (2025).
Di tingkat global, prinsip best interests of the child atau “kepentingan terbaik anak” telah diadopsi
sebagai landasan normatif dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak yang diratifikasi
berbagai negara termasuk Indonesia. Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika
Mangku (2022)

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menegaskan
bahwa semua tindakan hukum dan sosial harus memberikan prioritas utama kepada kesejahteraan
anak, demi menjamin hak atas kehidupan, identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Abdulloh Afifil Mu’ala (2023)

Di Indonesia, tantangan implementasi prinsip ini kerap muncul dalam berbagai praktik
pengasuhan, khususnya dalam konteks keluarga yang kompleks seperti perceraian atau pengasuhan
tradisional yang masih mengakar kuat dalam pola budaya masyarakat desa. Supri Yadin Hasibuan and
Asrizal Saiin (2024)

Dalam praktiknya, kondisi ideal pengasuhan anak tidak selalu dapat direalisasikan karena
adanya berbagai kendala tertentu. Akibatnya, fenomena pengalihan pengasuhan anak kerap terjadi

dalam kehidupan masyarakat. Putri Reski et al (2022)
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Di Indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan, permasalahan ini masih ditemukan secara
cukup luas. Di Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, terdapat sejumlah
kasus orang tua yang menyerahkan dalam artian memondokkan anak usia belum tamyiz/mumayyiz (12
tahun ke bawah) ke pesantren, dengan kunjungan orang tua yang terbatas. Peneliti menemukan 11
kasus dari 3 dusun yang berbeda yakni Dusun Krajan terdapat 3 kasus, Dusun Pancoran 6 kasus, dan
Dusun Petung terdapat 2 kasus anak usia dini yang di pondokkan oleh orang tuanya. Pengalihan tersebut
dilatarbelakangi oleh beragam faktor, antara lain keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan
pengasuhan, baik dari aspek ekonomi maupun perhatian langsung terhadap anak. Faktor lainnya adalah
harapan agar anak memiliki sikap kemandirian, kedisiplinan, serta konsistensi dalam menjalankan
ibadah sebagaimana karakter pembinaan yang diterapkan di lingkungan pesantren. Hasil Observasi
lapangan di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, pada tanggal 21 April - 09 Mei 2026.

Anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak yang masih berada pada kategori usia
dini, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam,
khususnya Pasal 105 huruf (a), ditegaskan bahwa ;

“Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak
ibunya”. Kompilasi Hukum Islam (2004)

Di sisi lain, motivasi orang tua dalam memondokkan anak tidak dapat dilepaskan dari

kekhawatiran terhadap degradasi moral di lingkungan sosial. Orang tua menilai pesantren sebagai
alternatif pendidikan yang mampu membentuk akhlak dan perilaku anak secara lebih terarah. Maratun
Mustghfiroh and Muh Nur Rochim Maksum, (2024).
Motivasi ini bersifat internal dan eksternal, meliputi harapan terhadap pembentukan karakter religius
serta keterbatasan waktu pengasuhan akibat aktivitas kerja. Namun, motivasi tersebut tidak selalu
mempertimbangkan aspek perkembangan anak usia dini yang membutuhkan pendekatan pengasuhan
berbasis kedekatan emosional dan stimulasi perkembangan yang sesuai. Imroatun Imroatun et al,,
(2020)

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara idealitas pengasuhan anak dalam
perspektif hukum Islam dan praktik di masyarakat. Dalam konsep hukum keluarga islam, pengasuhan
anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat dialihkan secara sembarangan. Halid
Hanafi (2024)

Pengalihan pengasuhan harus memenuhi syarat tertentu dan dilakukan melalui mekanisme
yang jelas, termasuk keterlibatan pihak yang berwenang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan
bahwa pengalihan pengasuhan ke pesantren seringkali dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan
ketentuan tersebut. Nur Shofa Hanafiah (2025)

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pengasuhan yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah berpotensi melanggar hak-hak anak. Mustofa and Al Amin

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan
pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua. Pengalihan pengasuhan

tidak boleh mengurangi hak-hak tersebut. Niken Sylvia Puspitasari et al., (2024).
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Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di pesantren usia dini masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek perhatian individual dan pemenuhan
kebutuhan emosional. Firman Agus Faisal and Abdullah Afif, (2024)

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pesantren belum sepenuhnya mampu menggantikan
peran keluarga dalam pengasuhan anak usia dini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis tradisi pengalihan
pengasuhan anak di bawah umur ke pesantren dalam perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi
kesesuaian antara praktik di masyarakat dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengkaji implikasi pengalihan pengasuhan terhadap pemenuhan hak anak dan perkembangan
psikologisnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai fenomena ini serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan

dan praktik pengasuhan yang lebih sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan anak.

Hasil dan Pembahasan
A. Analisis Praktik Pengalihan Pengasuhan Anak di Bawah Umur ke Pesantren oleh Keluarga di Desa
Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupten Jember

Temuan data lapangan mengkonfirmasi bahwa praktik pengalihan pengasuhan anak ke
pesantren dipahami sebagai bentuk kemitraan pengasuhan, bukan pelepasan tanggung jawab orang tua.
Orang tua tetap memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya hidup, perlengkapan, dan kesehatan anak,
menjaga komunikasi melalui kunjungan maupun media komunikasi, serta mengambil keputusan
strategis terkait pendidikan dan kepentingan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak
di pesantren hanya mendistribusikan sebagian fungsi pengasuhan kepada lembaga pendidikan yang
dinilai mampu memperkuat pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan kedisiplinan, sedangkan
tanggung jawab utama serta otoritas pengasuhan tetap berada pada orang tua. Thea Sartika, Juriati
Saputri, and Syarif Fadillah Ilmi, (2023)

Fakta yang real di masyarakat Desa Arjasa bahwa mereka memaknai pengasuhan sebagai

tanggung jawab yang tetap melekat pada orang tua meskipun sebagian fungsi pengasuhan dilaksanakan
melalui kerja sama dengan pesantren sebagai mitra dalam pendidikan, pembinaan, dan pendampingan
anak. Pola tersebut mencerminkan transformasi menuju pengasuhan kolaboratif (collaborative
parenting) yang bertujuan mengoptimalkan kepentingan terbaik anak tanpa mengalihkan otoritas
maupun tanggung jawab hukum orang tua. E Rismanda et al., 2025.
Dalam perspektif fikih Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep hadhanah yang tidak hanya dimaknai
sebagai perawatan fisik, tetapi sebagai sistem perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak. Achadi and Azizi, Dengan demikian, praktik di Desa Arjasa tetap merupakan pelaksanaan
hadhanah karena yang didistribusikan hanyalah teknis pelaksanaan pengasuhan, bukan tanggung jawab
orang tua.

Analisis tersebut sejalan dengan penjelasan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam al-Figh al-Islami

wa Adillatuhu yang menyatakan :
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"Hadhanah merupakan hak anak karena berkaitan dengan penjagaan dirinya, pemeliharaannya, dan
pelaksanaan seluruh kemaslahatannya" Wahbah Az-Zuhaili, (2004)

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama hadhanah adalah perlindungan
terhadap kepentingan anak (best interest of the child), bukan semata-mata persoalan siapa yang
melakukan pengasuhan setiap hari. Masyarakat Desa Arjasa lebih menekankan tercapainya
kemaslahatan anak melalui sinergi keluarga dan pesantren daripada mempertahankan pola pengasuhan
konvensional yang seluruhnya dilakukan di lingkungan rumah. Salman Al Farisi and Figanda Taufiq
Hidayat (2023) Dengan demikian, teori hadhanah tidak hanya membenarkan praktik tersebut, tetapi
juga menjelaskan mengapa masyarakat menganggap pesantren sebagai sarana yang mampu
memperkuat pelaksanaan tanggung jawab orang tua tanpa menghilangkan kedudukan hukum mereka
sebagai pihak yang tetap memikul amanah pengasuhan.

Masyarakat memahami pengasuhan sebagai amanah keagamaan yang tidak dapat dipindahkan
secara mutlak kepada pihak lain. Pesantren dipandang hanya membantu melaksanakan sebagian fungsi
pendidikan, sedangkan tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua. Pemahaman tersebut lahir
dari kesadaran religius bahwa hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan amanah yang akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oktavian Putri Nurhamidah, Mufarrihul Hazin, and Ima
Widiyanah, (2025)

Makna tersebut dapat dianalisis melalui firman Allah SWT :

Blaex1h Ll a3 985 5 w&kals (il 155 15T Gl LA G
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan

bakarnya manusia dan batu” Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan orang tua menjaga keselamatan spiritual anggota
keluarganya, tetapi juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban yang
bersifat personal dan tidak gugur hanya karena sebagian pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.
Achmad Khafi, Ahmad Muhajir, and Muhammad Yasin (2024).

Oleh sebab itu, praktik masyarakat Desa Arjasa dapat dipahami sebagai bentuk implementasi
perintah Al-Qur'an melalui strategi kolaboratif. Orang tua memilih pesantren karena dipandang mampu
membantu menjaga agama, akhlak, dan perilaku anak, sementara mereka tetap menjalankan fungsi
pengawasan dan pengambilan keputusan.

Praktik pengalihan pengasuhan anak di bawah umur ke pesantren juga perlu dianalisis melalui
konsep haq al-walad ‘ala al-walid, yaitu hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sejak lahir
hingga mencapai kedewasaan. M H Pebriani Lubis and Andi Nova. (2024). Berdasarkan hasil wawancara,
orang tua di Desa Arjasa tidak hanya berupaya menyediakan kebutuhan material, tetapi juga secara
sadar memilih lingkungan pendidikan yang diyakini mampu membentuk akhlak, kedisiplinan, serta
kebiasaan ibadah anak. Keputusan memasukkan anak ke pesantren dipandang sebagai bagian dari

tanggung jawab pendidikan, bukan sebagai upaya melepaskan beban pengasuhan. Oleh karena itu,
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keputusan tersebut lahir melalui musyawarah keluarga, mempertimbangkan kesiapan anak, kondisi
ekonomi keluarga, serta reputasi pesantren dalam membina santri usia dini. Siti Solechah, Abidah
Muflihati, and Muhammad Irfai Muslim, (2022).

Pemahaman tersebut memiliki landasan normatif dalam hadis Rasulullah SAW yang
diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra:

1301 55 Gale 35 ol Dol 115318 Lafie &l (o5 olie o Ul i (52

451 Gy dadel i 0B Slsll e wsll 55 31 e

"Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui hak orang tua atas anak. Lalu apakah

hak anak atas orang tuanya?’ Beliau menjawab, 'Memberikan nama yang baik kepadanya dan
mendidiknya dengan adab yang baik" Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ali Al-Baihagqi, ( 2003).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan hak fundamental anak yang
wajib dipenuhi oleh orang tua. Keputusan orang tua memilih pesantren tidak dapat dipahami semata-
mata sebagai pemindahan tempat tinggal anak, melainkan sebagai strategi memenuhi hak anak untuk
memperoleh pendidikan adab yang lebih optimal. Citra Adila and Khaerunnisa Tri Darmaningrum,
(2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Desa Arjasa tetap menjalankan fungsi
pengasuhan meskipun anak tinggal di pesantren melalui pemenuhan biaya pendidikan, perlengkapan,
kesehatan, komunikasi dengan pengasuh, serta pengambilan keputusan penting terkait masa depan
anak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak di pesantren tidak dimaknai sebagai
pengalihan tanggung jawab pengasuhan, melainkan pembagian fungsi berdasarkan kompetensi masing-
masing pihak. Pesantren berperan dalam pembinaan harian, pendidikan agama, dan pembentukan
karakter, sedangkan orang tua tetap memegang otoritas hukum, tanggung jawab moral, dan ikatan
emosional. Pola ini mencerminkan kolaborasi kelembagaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan
kepentingan terbaik bagi anak. Y Handayani et al.

Interpretasi tersebut memperoleh landasan analisis yang kuat melalui hadis Nabi Muhammad
SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim:

(885 15 (8K 6 8 1 s O L 01 (25 348 o il iz (2

Uskiun 55 4lal § ¢ U355 asies (e Ushlans o5 pLayls casies b Ushiaa

a5 b yid (29 Uz s 3 el S115 carfes G

"Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah SAW bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian

akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dimintai

pertanggungjawaban atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan

dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, sedangkan seorang perempuan adalah pemimpin di

rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya” Al-Bukhari
Muhammad Ibn Ismail, (2002)

Hadis tersebut tidak hanya mengandung perintah moral agar setiap orang bertanggung jawab
terhadap amanah yang diembannya, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bahwa tanggung

jawab tidak dapat dialihkan hanya karena pelaksanaan sebagian tugas didelegasikan kepada pihak lain.
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Dalam konteks penelitian ini, hadis tersebut menjadi instrumen analisis yang menjelaskan mengapa
orang tua di Desa Arjasa tetap merasa berkewajiban mengawasi, membimbing, dan memenuhi hak anak
meskipun proses pendidikan sehari-hari dilaksanakan oleh pesantren.

Praktik pengalihan pengasuhan anak ke pesantren oleh keluarganya di Desa Arjasa tidak
mengubah kedudukan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama terhadap anak, meskipun
sebagian aktivitas pengasuhan sehari-hari dilaksanakan oleh pesantren. Keputusan yang menyangkut
pendidikan lanjutan, perpindahan pesantren, tindakan medis, maupun kebutuhan penting lainnya tetap
dimusyawarahkan dan diputuskan oleh orang tua. Ipah Zahra and M. Arif Khoiruddin, (2023) Di sisi
lain, pesantren menjalankan fungsi operasional berupa pembinaan ibadah, pendampingan belajar,
pembiasaan disiplin, pengawasan aktivitas harian, serta pembentukan akhlak santri. Pola tersebut
menunjukkan adanya pembagian fungsi (division of parenting functions) yang lahir dari kesepakatan
antara keluarga dan pesantren, bukan perpindahan hak maupun kewajiban hadhanah secara mutlak.
Andhika Sarfatra Winarno, (2023).

Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Arjasa memandang pengasuhan sebagai
tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan, sedangkan pelaksanaan teknisnya dapat melibatkan pihak
lain yang dinilai memiliki kompetensi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian,
relasi antara keluarga dan pesantren lebih tepat dipahami sebagai bentuk kolaborasi institusional dalam
memenuhi hak anak daripada sebagai praktik pelepasan kewajiban orang tua. Dona Bayu Pamungkas,
(2025).

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa tujuan utama hadhanah bukan sekadar
menempatkan anak bersama orang tua, melainkan memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang

menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak. Beliau menyatakan:

Sots w3 G W ok Uk 0l il el Bk o Badg
"Hadhanah adalah memelihara anak, mendidiknya, memenuhi kemaslahatannya, serta melindunginya
dari segala sesuatu yang membahayakan dan menimbulkan mudarat” Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, Al-
Mughni, 1997)

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama hadhanah terletak pada tercapainya
perlindungan dan kemaslahatan anak, bukan pada siapa yang setiap saat mendampingi anak secara fisik.
Oleh karena itu, apabila sebagian fungsi pendidikan dan pembinaan dilaksanakan oleh pesantren,
sementara orang tua tetap mengendalikan arah pengasuhan, memenuhi kebutuhan anak, dan
bertanggung jawab atas seluruh keputusan strategis, maka substansi hadhanah sebagaimana
dirumuskan Ibnu Qudamah tetap terlaksana. Dalam konteks ini, teori Ibnu Qudamah tidak sekadar
menjadi dasar legitimasi normatif, tetapi berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan bahwa
yang berubah dalam praktik masyarakat Desa Arjasa adalah mekanisme pelaksanaan pengasuhan,
bukan esensi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak.

Analisis tersebut semakin diperkuat oleh pandangan Imam al-Kasani dalam Bada’i al-Sana’i
yang menegaskan bahwa hakikat hadhanah diarahkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan

anak melalui perlindungan terhadap seluruh kebutuhan dasarnya. Al-Kasani menyatakan:
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o541 5o 4y 818225 ¥ oy plaalls Wilhms il dads LA s 352adlls
"Tujuan hadhanah adalah menjaga anak, melindunginya, serta memenuhi berbagai urusan yang belum
mampu ia lakukan sendiri"” Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani Al-Hanafi. 1986).

Masyarakat Desa Arjasa sebenarnya telah melakukan rekonstruksi praktik hadhanah sesuai
dengan kebutuhan sosial kontemporer tanpa mengubah tujuan syariat. Orang tua menyadari
keterbatasan waktu, kemampuan pendidikan agama, maupun pengawasan terhadap anak, sehingga
sebagian fungsi pembinaan dipercayakan kepada pesantren yang memiliki lingkungan religius dan
sistem pendidikan yang lebih intensif. Akan tetapi, kepercayaan tersebut tidak menghilangkan
kewajiban orang tua untuk memastikan seluruh hak anak tetap terpenubhi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesesuaian sekaligus perbedaan dengan
penelitian terdahulu mengenai pengasuhan anak di lingkungan pesantren. Penelitian Mhd. Abror,
Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir (2025) menyimpulkan bahwa pelibatan pesantren dalam
pengasuhan tidak menghapus tanggung jawab orang tua karena keluarga tetap berkewajiban memenuhi
hak-hak dasar anak. Abror, Akbarizan, and Munir. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nur Shofa
Hanafiah, Veronica Komalawati, dan Fatmi Utarie Nasution (2025) yang menegaskan bahwa hubungan
antara keluarga dan lembaga pendidikan merupakan bentuk kolaborasi dalam memenuhi kepentingan
terbaik anak. Hanafiah, Komalawati, and Nasution

Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa keberadaan lembaga pendidikan tidak
menggantikan posisi orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama terhadap anak.

Meskipun demikian, penelitian ini menghadirkan dimensi analisis yang lebih luas dibandingkan
penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada kesimpulan bahwa tanggung
jawab orang tua tetap melekat setelah anak berada di lembaga pendidikan. Sementara itu, penelitian ini
menunjukkan bagaimana tanggung jawab tersebut diwujudkan secara konkret melalui mekanisme
sosial yang berlangsung di Desa Arjasa, mulai dari musyawarah keluarga sebelum penempatan anak di
pesantren, komunikasi berkelanjutan antara orang tua dan pengasuh, kunjungan rutin, pemenuhan
kebutuhan hidup, hingga keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan strategis mengenai
pendidikan dan kesehatan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan
keberlangsungan tanggung jawab orang tua, tetapi juga mengungkap mekanisme empiris pembagian
fungsi pengasuhan yang memungkinkan kemitraan antara keluarga dan pesantren tetap berjalan tanpa
menghilangkan otoritas pengasuhan orang tua.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disintesiskan bahwa praktik pengalihan
pengasuhan anak di bawah umur oleh beberapa keluarga di Desa Arjasa bukan merupakan bentuk
perpindahan hak hadhanah, melainkan mekanisme pelaksanaan hadhanah yang disesuaikan dengan
kebutuhan sosial masyarakat. JULIANTI RIZKA, (2026).

Orang tua tetap memegang tanggung jawab utama sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi
hak anak, sedangkan pesantren menjalankan fungsi pendampingan, pendidikan, pembinaan akhlak, dan
pengawasan sehari-hari berdasarkan kepercayaan yang dibangun melalui musyawarah keluarga. Hanni
Ananda Endria, (2023) Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi pengasuhan yang saling

melengkapi tanpa mengubah kedudukan hukum orang tua sebagai pemegang amanah pengasuhan.
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Sintesis tersebut menghasilkan temuan konseptual bahwa praktik masyarakat Desa Arjasa
lebih tepat dipahami sebagai model kemitraan pengasuhan keluarga-pesantren, yaitu pola pengasuhan
yang mendistribusikan pelaksanaan sebagian fungsi pengasuhan kepada pesantren, sementara
tanggung jawab hukum, moral, dan keagamaan tetap berada pada orang tua. Dalam perspektif hukum
keluarga Islam, model ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pelaksanaan hadhanah dimungkinkan
selama tujuan utamanya tetap diarahkan pada perlindungan dan kemaslahatan anak. Misbahul Arifin,
Faridatun Nuraini, and Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. (2026).

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada pembuktian bahwa tanggung
jawab orang tua tetap melekat, tetapi juga pada perumusan mekanisme pembagian fungsi pengasuhan
berbasis kemaslahatan, yang memperlihatkan bahwa keluarga dan pesantren dapat membangun
hubungan kemitraan tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab orang tua sebagaimana dikehendaki
oleh syariat Islam. Miftakhul Arif, (2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, praktik pengalihan pengasuhan anak sejak dini ke
pesantren di Desa Arjasa tidak dapat dipahami sebagai pengalihan hak maupun tanggung jawab
hadhanah, melainkan sebagai mekanisme pembagian fungsi pengasuhan yang tetap menempatkan
orang tua sebagai pemegang amanah utama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pesantren
berfungsi melengkapi pelaksanaan pendidikan, pembinaan akhlak, dan pengawasan sehari-hari,
sedangkan orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, mengawasi perkembangannya,

serta menentukan keputusan strategis yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pola tersebut mencerminkan pelaksanaan hadhanah
yang tetap berorientasi pada kemaslahatan anak (maslahah al-walad). Muhammad Gufron Nawawi and
Habibi Al Amin, (2025).

Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Arjasa merepresentasikan kemitraan pengasuhan
keluarga dan pesantren sebagai model pengasuhan kolaboratif yang tetap menjaga prinsip tanggung
jawab orang tua, memenuhi hak anak secara berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan maqashid al-

syari’ah dalam mewujudkan perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Pengalihan Pengasuhan Anak di Bawah Umur ke Pesantren Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Analisis Pemenuhan Hak Anak Menurut Maqashid al-Syari’‘ah dan Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak

Hifz al-Din dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Menempatkan anak usia dini di pesantren bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama melalui

pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, penanaman akidah, dan pembentukan akhlak, tanpa

melepaskan tanggung jawab pengasuhan. Orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak, menjaga

komunikasi, dan terlibat dalam setiap keputusan penting sehingga praktik tersebut merupakan

kemitraan pengasuhan, bukan pengalihan tanggung jawab. Achmad Muchaddam Fahham (2020).
Kondisi ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 :
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“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak” Republik

Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 T (2014).

Pasal tersebut menegaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan

menumbuhkembangkan anak. Sedangkan dalam perspektif maqashid al-syari’ah, praktik tersebut

merealisasikan hifz al-din karena pesantren membantu mengoptimalkan pendidikan agama, sedangkan

orang tua tetap menjadi penanggung jawab utama demi terwujudnya kemaslahatan anak.

Sebagaimana ditegaskan Imam al-Syatibi :

5535 A0 § ool il 2l i 20 8

“Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di

akhirat” Al-Syathibi, AI-Muwafaqat (2020).

2)

3)

Hifz al-‘Aql dan Pasal 9 dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Orang tua memilih pesantren tidak hanya untuk memberikan pendidikan agama,
tetapi juga mengembangkan intelektual dan karakter anak melalui pembelajaran Al-Qur'an,
pendidikan formal, pembiasaan membaca, kedisiplinan, dan kemandirian, Achmad Charits,
(2025). sementara orang tua tetap memantau perkembangan belajar serta memenuhi
kebutuhan pendidikan anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak memperoleh
pendidikan serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam menumbuhkembangkan
potensi anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Dalam perspektif maqashid al-
syari’ah, praktik ini merealisasikan hifz al-‘aql karena pendidikan menjadi sarana menjaga
dan mengembangkan potensi intelektual, moral, dan spiritual anak. Sebagaimana dijelaskan
Imam al-Syatibi, salah satu tujuan pokok syariat adalah menjaga akal sebagai instrumen
manusia dalam memahami kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan. Maslani Maslani et
al, (2025). Dengan demikian, kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren
mencerminkan perlindungan hak pendidikan sekaligus merealisasikan kepentingan terbaik
bagi anak.
Hifz al-Nafs, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren menjamin terpenuhinya hak
anak atas perlindungan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan melalui pembagian fungsi
pengasuhan. Orang tua tetap memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan kesehatan,
serta memantau perkembangan anak, sedangkan pesantren melaksanakan pengawasan,
pendampingan, pembiasaan hidup sehat, dan penanganan awal ketika anak sakit. Praktik

tersebut sejalan dengan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh
perlindungan dan pelayanan kesehatan, serta menegaskan tanggung jawab orang tua.
Abdulloh Afifil Mu’ala, (2023). Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, praktik ini

merealisasikan hifz al-nafs, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an QS. Al-Bagarah

o P & 2 - & - 2 A o ~

Gt & 3Ty S ) 2t 136 s
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” Al-Qur’an, Al-Qur‘an Dan

Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019

Karena perlindungan jiwa diwujudkan melalui pemenuhan kesehatan, keamanan,
dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, kemitraan pengasuhan keluarga-pesantren
selaras dengan hukum nasional dan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan serta martabat
anak. Mufti Kamal, (2025)

Hifz al-Nasl, Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren berorientasi pada pembentukan
generasi yang berkualitas melalui pendidikan agama, pembentukan akhlak, kemandirian,
dan kedisiplinan, tanpa memutus hubungan emosional maupun tanggung jawab orang tua
terhadap anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan
berkembang, memperoleh pengasuhan, serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam
memenuhi hak-hak anak. Dalam perspektifmaqashid al-syari’ah, praktik ini merealisasikan

hifz al-nasl, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an QS. an-Nisa’ ayat 9 :

il 1555008 fple 1315 Blaus 353 pals Ga 15855 38 Gl caals
e J38 1585235

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka
keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya” Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan

Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019..

Karena orang tua bersama pesantren mempersiapkan generasi yang kuat secara spiritual,

intelektual, moral, dan sosial. Dengan demikian, kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren
merupakan aktualisasi hadhanah yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mewujudkan

kemaslahatan antargenerasi. Javier Nixon Oktorifa Ramadhan and Fadillah Amanda Alj, (2025).

Analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pengasuhan antara keluarga dan

pesantren di Desa Arjasa berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh melalui

pembagian fungsi pengasuhan. Orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup,
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memberikan kasih sayang, mengawasi perkembangan, serta mengambil keputusan terkait pendidikan,
kesehatan, dan masa depan anak, sedangkan pesantren mendukung melalui pendidikan keagamaan,
pembinaan akhlak, pendampingan, pengawasan, dan pembiasaan hidup disiplin. Praktik tersebut
sejalan dengan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
yang menjamin hak anak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan tumbuh kembang.
Dalam perspektif maqashid al-syari’‘ah, praktik ini merealisasikan maslahah al-walad melalui
perlindungan agama, akal, jiwa, dan kualitas generasi sehingga mencerminkan model pengasuhan yang

selaras dengan hukum nasional sekaligus tujuan syariat demi kepentingan terbaik bagi anak (the best

interests of the child).

Tabel 4.3 Hasil Analisis

No Magqashid al- Syari’ah UU No. 35 Tahun 2014

Hifz al-Din (pemeliharaan Pasal 26 ayat (1);
agama); Orang tua tetap berkewajiban
Pengalihan pengasuhan ke mengasuh, memelihara,
pesantren diarahkan untuk mendidik, dan melindungi anak

1 | memperkuat pendidikan serta memberikan pendidikan
agama melalui pembiasaan karakter dan penanaman nilai
ibadah, pembelajaran Al- budi pekerti.
Qur’an, penanaman akidah,
dan pembentukan akhlak.
Hifz al-‘Aql (pemeliharaan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26
akal); ayat (1);
Pesantren berfungsi Anak memiliki hak memperoleh
mendukung perkembangan pendidikan dan orang tua
intelektual dan karakter berkewajiban

2 melalui pendidikan formal, menumbuhkembangkan anak
pembelajaran Al-Qur’an, sesuai kemampuan, bakat, dan
pembiasaan membaca, minatnya.
kedisiplinan, dan
kemandirian.
Hifz al-Nafs (pemeliharaan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26
jiwa); Kemitraan keluarga ayat (1);
dan pesantren diarahkan Ketentuan tersebut berkaitan

3 untuk memenuhi kebutuhan | dengan hak anak untuk hidup,
hidup, kesehatan, keamanan, | tumbuh dan berkembang,
dan kesejahteraan anak. memperoleh perlindungan,

pelayanan kesehatan, serta
tanggung jawab orang tua
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Magqashid al- Syari’ah

UU No. 35 Tahun 2014

dalam pengasuhan dan

perlindungan anak.

Hifz al-Nasl (pemeliharaan
keturunan);

Pengasuhan diarahkan pada
pembentukan generasi yang
berkualitas melalui
pendidikan agama, akhlak,
kemandirian, dan
kedisiplinan, dengan tetap
mempertahankan hubungan
emosional dan tanggung
jawab orang tua terhadap

anak.

Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26
ayat (1);

Ketentuan tersebut berkaitan
dengan hak anak untuk tumbuh
dan berkembang, memperoleh
pengasuhan, serta kewajiban
orang tua dalam memenuhi hak

dan kebutuhan anak.

Hifz al-Mal (pemeliharaan
harta);

Upaya menjaga dan
memenuhi kebutuhan harta
secara proporsional agar
kehidupan anak dapat

berlangsung dengan baik.

Pasal 26 (1) poin a dan b, serta
Pasal 9 ayat (1);

Memberikan hak kepada anak
untuk memperoleh pendidikan
dan pengajaran untuk
pengembangan pribadi dan
kecerdasannya sesuai minat

dan bakat.

b. Konsep Hadhanah sebagai Kemitraan Pengasuhan antara Keluarga dan Pesantren

13

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris, Maqashid al-Syari’ah, dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, penelitian ini menawarkan konseptual bahwa praktik pengasuhan anak di bawah di
pesantren lebih tepat dipahami sebagai kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren. Hani Adi
Wijono, Ulin Nafiah, and Nurul Lailiyah (2021). Konsep ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hadhanah
tidak harus dimaknai sebagai pengasuhan yang seluruh fungsinya dijalankan secara langsung oleh orang
tua dalam satu tempat tinggal yang sama dengan anak. Sebaliknya, hadhanah dipahami sebagai tanggung
jawab hukum dan moral orang tua untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak, sedangkan
pelaksanaan sebagian fungsi pengasuhan dapat dikerjakan bersama lembaga pendidikan sepanjang
tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Praktik ini tidak mengubah prinsip dasar
hadhanah dalam fikih maupun hukum positif, tetapi memberikan pemahaman yang lebih kontekstual
terhadap mekanisme pelaksanaannya sesuai perkembangan masyarakat muslim kontemporer.
Muhammad Furqon, (2024).

Praktik pengasuhan anak di pesantren bukan merupakan pengalihan hadhanah, melainkan
rekonstruksi pelaksanaannya melalui kemitraan antara keluarga dan pesantren. Tanggung jawab

hukum orang tua tetap melekat melalui pemenuhan nafkah, perlindungan, komunikasi, pengawasan,
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dan pengambilan keputusan, sedangkan pesantren melaksanakan sebagian fungsi pendidikan,

pembinaan, dan pendampingan. Dengan demikian, hadhanah dipahami sebagai tanggung jawab yang

dapat dilaksanakan secara kolaboratif tanpa mengalihkan kewajiban orang tua. Konsep ini selaras
dengan magqashid al-syari’ah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang perlindungan anak
karena tetap mengutamakan pemenuhan hak anak seluruhnya.

Konsep kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren dibangun atas tiga karakteristik utama.

1) Tanggung jawab hukum orang tua bersifat tidak dapat dialihkan (non-transferable parental
responsibility), sehingga seluruh kewajiban terhadap pemenuhan hak anak tetap melekat pada orang
tua meskipun anak tinggal di pesantren.

2) Fungsi pengasuhan dapat didistribusikan (distribution of caregiving functions) kepada pesantren
berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan untuk mendukung pendidikan, pembinaan, dan
perlindungan anak.

3) Seluruh mekanisme pengasuhan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best
interests of the child), sebagaimana menjadi prinsip utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
dan selaras dengan tujuan magqashid al-syari’ah dalam mewujudkan maslahah al-walad. Pebriani
Lubis and Nova.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pesantren
memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pendidikan agama, dan pembinaan moral anak.
Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyimpulkan bahwa lingkungan pesantren mampu
mendukung perkembangan religiusitas, kedisiplinan, dan kemandirian anak melalui sistem pendidikan
yang terstruktur. M Zaka Marzuki, (2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih
memusatkan perhatian pada efektivitas pendidikan pesantren atau pada legalitas pengasuhan dalam
perspektif fikih, tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana relasi hukum antara orang tua dan
pesantren ketika sebagian fungsi pengasuhan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Akibatnya,
praktik pengasuhan di pesantren sering dipahami hanya sebagai penitipan anak atau pelimpahan
pengasuhan, sehingga belum memberikan penjelasan mengenai kedudukan tanggung jawab hukum
orang tua terhadap anak selama anak tinggal di pesantren.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan
pengasuhan anak di Desa Arjasa membentuk hubungan yang bersifat kolaboratif antara keluarga dan
pesantren. Orang tua tetap melaksanakan tanggung jawab hukum melalui pemenuhan nafkah,
perlindungan, kasih sayang, komunikasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan pendidikan dan kesehatan anak. Sebaliknya, pesantren menjalankan fungsi pendampingan
harian, pembinaan keagamaan, pembentukan karakter, dan pengawasan terhadap aktivitas anak.
Analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pola tersebut tetap
memenuhi kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26, sedangkan analisis
maqashid al-syari’‘ah menunjukkan bahwa pembagian fungsi tersebut tetap merealisasikan
perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, dan kualitas generasi. Dengan demikian, penelitian ini

memperluas diskursus hadhanah dari pendekatan yang berorientasi pada pemegang hak asuh menuju
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pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak melalui distribusi fungsi pengasuhan yang

tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua. Siti Fitrotun, (2022).

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa kajian hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam
tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai persoalan mengenai pihak yang paling berhak mengasuh anak
setelah perceraian, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur fikih klasik. Perkembangan sosial
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengasuhan dapat melibatkan institusi pendidikan, keluarga besar,
maupun lembaga sosial lainnya tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua. Bidayah Zulfa Izzatillah
etal,(2026).

Oleh karena itu, fokus kajian hadhanah perlu diarahkan pada bagaimana hak-hak anak dapat
terpenuhi secara optimal melalui pembagian fungsi pengasuhan yang tetap berada dalam kerangka
tanggung jawab hukum orang tua.

Implikasi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan magqashid al-syari’‘ah mampu menjembatani
antara norma fikih klasik dengan dinamika masyarakat modern. Sementara itu, Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 memberikan parameter yuridis mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dapat
digunakan untuk menilai apakah suatu praktik pengasuhan masih berada dalam koridor perlindungan
anak. Niken Sylvia Puspitasari et al.,(2024).

Dengan demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi dalam membangun model hadhanah

yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Penutup
Kesimpulan

1. Praktik pengalihan pengasuhan anak ke pesantren oleh keluarga Desa Arjasa bukan
merupakan pengalihan hak hadhanah, melainkan kemitraan pengasuhan antara keluarga
dan pesantren. Orang tua tetap memegang tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-
hak anak melalui musyawarah sebelum memondokkan anak, pemenuhan kebutuhan hidup,
komunikasi, kunjungan, pengawasan, serta pengambilan keputusan penting. Sementara itu,
pesantren berperan sebagai mitra dalam pendidikan, pembinaan akhlak, pembiasaan
ibadah, dan pengawasan kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pembagian fungsi
pengasuhan tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua.

2. Praktik pengasuhan anak di pesantren menunjukkan bahwa kemitraan pengasuhan antara
keluarga dan pesantren selaras dengan prinsip maqashid al-syari’ah dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Praktik tersebut merealisasikan tujuan
perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz
alnasl), serta tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui keterlibatan

aktif orang tua dalam seluruh proses pengasuhan.

Saran
Penelitian ini memperluas pemaknaan konsep hadhanah sebagai kemitraan

pengasuhan antara keluarga dan lembaga pendidikan tanpa menghilangkan tanggung jawab
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utama orang tua. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keluarga, pesantren, dan pembuat
kebijakan dalam mengembangkan model pengasuhan anak usia dini yang berorientasi pada
kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Arjasa dengan
pendekatan kualitatif sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pesantren
atau wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lokasi pesantren dan
menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods agar diperoleh model kemitraan
pengasuhan yang lebih komprehensif serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan

Hukum Keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.
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